
 
 

Gubernur Jawa Barat 
 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 
 

                                           NOMOR  :  45 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2009 
TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN 

 PROVINSI JAWA BARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

 

Meimbang : 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan 
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Jawa Barat; 

b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan peran Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana 
dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan 
atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Jawa Barat, 
yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat; 

 

 

Mengingat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 
1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 
1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3890); 

 

 



 

 

- 2 - 

 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3149); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4193); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4018) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4194); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan 
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4019); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4263); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5107); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 5 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 
serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 12 
Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran 
Departemen Dalam Negeri; 

16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
47); 

 

MEMUTUSKAN : 
 
 

 Menetapkan          : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG BADAN 
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  PROVINSI JAWA 
BARAT.  

 
 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor             
6 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 79 Seri E),  
diubah sebagai berikut : 

 

(2) Keanggotaan  Baperjakat terdiri dari : 

a. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua merangkap 
Anggota; 

b. Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM sebagai Anggota; 
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c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Anggota; 

d. Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagai Anggota; 

e. Asisten Administrasi sebagai Anggota; 

f. Inspektur Provinsi Jawa Barat sebagai Anggota; 

g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Anggota; 

h. Kepala Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian 
Daerah sebagai Sekretaris bukan Anggota. 

 

   

Pasal II 
 

    Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 

 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal  5 Agustus 2011 

 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

ttd 

 

AHMAD HERYAWAN 

 
Diundangkan di Bandung 
pada tanggal  8 Agustus 2011  
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT, 

 

ttd 

 

Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE 
Pembina Utama 

NIP. 19521019 197811 1 001. 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR  44 SERI E. 


